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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasaan 

seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 

penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meliputi :  

a Faktor Internal, yaitu 1) faktor Moral yang tidak tumbuh dengan baik, 

mengakibatkan pelaku tidak dapat melakukan kontrol terhadap nafsu 

dan perilakunya, 2) Faktor psikologi pelaku pelaku yang dimaksud 

disini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak 

dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku 

melampiaskannya kepada orang lain, dan 3) merosotnya Iman atau 

kepercayaan, Bahkan bagi orang dewasa yang sejak kecil tidak 

beriman dan tidak mengenal ajaran agama dengan baik, sudah pasti 

orang seperti itu mudah terguncang atau terombang-ambing. 

b Faktor Eksternal, yaitu 1) faktor kurang pengawasan orang tua, 

Kurangnya komunikasi antara anak dengan orangtua atau keluarga 

dapat mengarahkan remaja jadi kurang terkontrol dalam bergaul dan 

sosial dan emosionalnya tidak berkembang secara optimal, 2) faktor 

lingkungan dan pergaulan bebas, aspek pergaulan bebas yang 
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berkembang di tengah masyarakat memiliki pengaruh yang besar 

terhadap pasang surut moralitas sehingga menyebabkan salah dalam 

pergaulan., dan 3) faktor Keluaraga, Keluarga yang tidak harmonis 

dan anak yang broken home membuat peluang tindak kejahatan 

kekerasan seksual dapat terus terjadi terhadap anak. Anak yang 

mengalami broken home dapat mempengaruhi kejiwaannya sehingga 

dapat dengan mudah percaya terhadap ajakan orang lain atau keluarga 

dekatnya.  

2. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasaan seksual anak di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdapat sanksi 

tegas yang diberikan oleh hukum pidana positif yaitu, berupa tahanan 

berdasarkan KUHP Pasal 290-296 dan hukuman kebiri. Sedangkan 

menurut UU RI perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 telah dijelaskan 

juga ancaman hukumannya pada pasal 82 ayat 1 setiap orang yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima 

miliar rupiah) dan dalam pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, 

pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah 

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Meskipun hukuman tersebut belum setimpal dengan hukum pidana Islam 
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namun sejauh ini masih memberikan dampak yang positif terhadap 

maraknya kejahatan kekerasaan seksual anak. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

diberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu:  

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,diharapkan agar dapat 

memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan serta pencegahan 

terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya agar dapat meningkatkan peran 

dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual serta lebih 

meningkatkan kerja sama yang baik dengan lembaga atau instansi terkait 

agar pengentasan terhadap tindak kekerasan seksual dapat terlaksana 

secara optimal.  

2. Kepada orang tua agar dapat menjaga anaknya dan lebih memperhatikan 

dengan siapa anaknya bergaul atau berteman dekat, selanjutnya agar 

mampu mengontrol anaknya supaya terhindar dari tindak kekerasan 

seksual.  

3. Kepada anak korban kekerasan seksual agar dapat bangkit dari 

keterpurukan, dapat lebih optimis dalam menjalani hidup dan menata hari 

ke depan.  

4. Kepada masyarakat agar mampu untuk bersama-sama menjaga supaya 

tidak terjadi tindak kekerasan seksual dan bila terjadi tindakan tersebut 
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maka tidak perlu segan dan takut untuk melaporkan pelaku kepada pihak 

berwajib untuk diproses secara hukum. 
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